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BUPATI KARANGANYAR , 
PROVINSI JAWA TENGAH f
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 65 TAHUN 2019 !'■ , . 1
' TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ' 
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

KABUPATEN KARANGANYAR

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
; -BUPATI KARANGANYAR, '

Menimbang

.v * *

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 
36 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ̂ 9 
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah . 
dan' .merupakan salah satu persyaratan Unit 
Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah yang akan 
menerapkan Badan Layanan 'Umum Daerah, perlu 
menyusun dan melaksanakan pola tata kelola 
Rumah Sakit;

b. ' bahwa Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37
Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan
Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sudah ti$ik 

• * . . . •  • V; 
sesuai dengan Dinamika perkembangan peraturan

. * perundang-undangan mengenai Badan Layanan
Umum Daerah sehingga perlu diganti; :

c. ■ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata 
Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana , 
Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Mengingat

Karanganyar;
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkun^i^^bvihsi Jawa Tengah; .

• H '/ • '
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2.

3.

4.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Umbaran Negara ’ Republik Indonesi 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Umbaran Negara 
Republik’Indonesia Nomor 5063); -
Undang- Uiidang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Umbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan 
Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20^4 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegJra

kali 'V  i -
;  a ' « v .

TatiunJ

telah diubah beberapa 
-dengan Undang-Undang Nomor 9 

Perubahan Kedua atas 
23 Tahun 2014

m}.-..- 
• /tentang

j . ; ,  i .

UndangrtJndahg . t. Nomor, 

tentang1 Pemerintahan Daerah (Umbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun ‘ 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679)J.

.Undang-Undang Nomor 36 ..Tahun 20T4 
tentang Tenaga kesehatan (̂Lembaran Negara 
Repub^k Indonesia Tahun ; 20K- Nomor 298, 
Tambahan 'Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5607);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Umbaran. Negara Republik 
Indonesia~~Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2o||2 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Umbaran .Negara Republik 
Indonesia Tahun • 2012 Nomor 171, Tambahan 
Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



7. Peraturan -Pemerintah Nomor . 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah . (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016. Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); t '

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2*019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

b-:Nomor 6322); V
10. Peraturan . Presiden Nomor 77 Tahun 20 i 5 tentang 

Pedoman Orgahisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

‘11. Peraturan vMenteri | Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tehtangBadari.Layanan Umum Daerah (Berita

.  : ’. $ f  * ! & . * ?

Negara:wbwalik lndbnesiaTahun 2018 Nomor 1213);
12. Peratun r̂-Dajefah. Kabupaten Karanganyar Nomor 3

•—  ̂ ' n i TTTdhi#Mj®^j|»^-|entang Penyelenggaraan Upaya 
Kesefeif® (Lembaran Daerah
Kabupaten ^Karanganyar

iu;.: '1̂ ( ‘ •. ' i •'
Tambahan ; P • iJembaran 
Karanganyar, Nomor 55);

13. PeraturanDaerahKabupaten Karanganyar Nomor 15 
Tahun 2016 tentang Pembentukan: dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar 
(Lembaran Daerah.-Kabupaten Karanganyar Tahun• , ■ • . . -f , , : j
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah■ ; ; . ■  'f
Kabupaten Karanganyar Nomor 67); ;.V '

14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 T^hun 2017 
tentang Organisasi dan Tata Keija Uhiî SpeTaksaria 
Teknis Pada Dinas Kesehatan (Berita) Daenln 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 NomQr 53);

Tahun 2016 Nomor 3, 
Daerah' Kabupaten



Menetapkan
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PERATURAN--jBUP̂ TI. TENTANG POLA TATA , KELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT. PELAKSANA
TEKNIS RUM.AH ; SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN 
KARANGANYAR [* ■'

i

BABI . f
KETENTUAN UMUM .! , ‘;

Pasal 1 .
Dalam Peraturan'Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. ’V
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati. sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenanjgan Daerah otonom. -

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar. $
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten

5.

6.

- - v. 7.

Karanganyar.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Karanganyar.
Satuan Keija Pengelola ‘Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat
Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna .Barang, yang juga 
melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
Badan - Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat^BLUD adalah sistem yang diterapkan 
oleS;'^j^||^laksana teknis Dinas/Badan Daerah 
dal^}|^^||erikan pelayanan kepada masyarakht 
' yang:r'T̂ :̂ 6Sip;dnyai Fleksibilitas dalam poia 
pengelolaan;;:.- keuangan sebagai pengecualian 
dari ketentuan pengelolaan Daerah pacla 
umumnya: ‘ ’

.f
j



8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan 
yang menyelenggarakan pelayanan. 'kesehatan

* perseorangani secara. paripurna yang, menyediakan

9.

10.

; ';i * rr.-„!;». i • •
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang

’i |" ! ' i :  , . .
menerapkan;--Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). ■

11. Fleksibilitas.'adalah keleluasaan dalam pengelolaan

$ap, rawat jalani!;’dan gawat

Rumd®Sffl|ffi^^|jjaerah yang selaputnya disebut
R S^:^^K S m aM~*5akit Umum Da$rkh‘kabupaten

;;*vr

Daerah Unit,. Pelaksana 
T e k n i s V S a k i t  Umum i Daerah yang 
selanjutn^^jljp^inkkkt BLUD UPT :RStlD adalah

keuangan dengan menerapkan Praktek Bisnis Yavfg 
Sehat, uhtuk rjeningkatkan 'layanan kepada 
masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa.

12. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan 
fungsi -organisasi berdasarkan > kaidah-kaidah 
manajemen yang baik dalam rangka pemberian 
layanan yarig bermutu, berkesinambungan, dijn 
berdaya saing.

13. Rencana -Bisnis Anggaran BLUD, yang 
selanjutnya, disingkat RBA adalah dokumen 
perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan 
yang berisi, program, kegiatan, target kerja, dan 
anggaran BLUD.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD, yang 
selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen 
yang memuat Pendapatan dan biaya, proyeksi arus 
kas, jumlah, dan kualitas barang dan/atau jasa yang
akan : dihasilkan; !;r: dan digunakan sebagai dasar

r
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15. Kencana Strategis Bisnis BLUD UPT RSUD 
yang selanjutnya disingkat RSB BLUD adai,ih 
dokumen lima tahunan yang memuat visi, 
misi, program strategis, pengukuran pencapaian 
kineija dan arah kebijakan operasional 
BLUD UPT RSUD .

16. Anggaran Pendapatan * dan Belanja Daerah
selanjutnya disingkat APBD ■. adalah rencAia 
keuangan tahunan pemerintahan daerah yangv 'i
dibahas da$ disetujui bersama oleh;‘ Pemerintah

.i'
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturkn 
daerah.

. ‘ V

17. Standard

pemei

jciay^an1: Minimal yang selanjutnya ' 
disingkatk^PM.l adalah ketentuan tentang jenis dan

-dasar yang merupakan urusan
‘.V’V /■ ■ -

^ajib yang berhak diperoleh setiap
warĝ L '|ej |̂8| 55fr^imal.

18. Direk^4'I?adSali : Direktur RSUD Kabupaten
Karanganyan' ; ~ .

19. Dewan Pengawas BLUD UPT RSUD, yang selanjutnya 
disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas

• *•-»' * * t f

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD
UPT RSUD. ^

20. Sekretaris Dewan -Pengawas BLUD UPT RSUD,
yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan 
Pengawas adaiali prang ydng ditunjuk sebagai 
pengelola‘ketatausahaan Dewan Pengawas guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 
Dewan Pengawas.' fji

21. Pejabat Pengelolaan. Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan .bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

22. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut 
BKD adalah Badan Keuangan Daersih ’ Kabupaten 

Karanganyar.

• V



23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk 
kas dan tagihan BLUD UPT RSUD yang .menambah 
ekuitas dana, lancar dalam periode anggaran 
bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

24. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh 
manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan 
kemampuan BLUD UPT RSUD dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat.

25. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara 
nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi 
yang terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Kepala 
Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan 
Kepala Seksi.

26. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban,
kewenangan, .dan hak seseorang pegawai dalbm

'•'«V' i;'''., . M1- • • - 1 . '

satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan .^adaf keahlian dan/atau keterampilan 
tertentu seria; bersifat mandiri.

27. Pejabat:riPerikel6laSBLUD adalah pimpinan Badan
Layan^W pp^^-p’sLerah yang bertanggungjawab
, ^ 'i. . , , . - ' ,terhadap ĵkinenaitbperasional ejan keuangan Badan
Layah^jS®™ yang terdiri atas pemimpin,

; --dan pejabat teknis y^pg
suaikan dengan nomenklatur yang

. - j
Pah 4 Layanan Umum Daerah yang

'l-i#!^"

28. Pemiip^ipfiito'ltipT RSUD adalah. Direktur lifT 
RSUD':I^feu^ateri Karanganyar. ‘ ‘

29. Pejabat I jiCeuangmi adalah Pengguna; Anggaran,
■ ' f'J: ?. . ‘ T ' , i ' • ' ’

Kuasa • Pengguna Aggaran, Pejabat t_ Penatausahaan 
Keuangan* -J Bendahara Penerimaan, f bendahara 
Pengeluaran  ̂!dan Bendahara Pengeluarari:<Pembantu 

pada RSUD/'l’ .. • • ! ‘;
30. PejabktVii|iis:'adalah Kepala' Bid |̂'{!F|elayarian 

Medik dan'* Keperawatan dan ''Kepaia';; Bidajig 
Penunjang Medik dan Non Medik. VA-V " :rft

r ’ i f c '
i if'rVj-f.,

['ii * -
• :• "'f:  ̂ •
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3l-
yang- diberikan . . kepada

seseo^ ^ |® M : l ^ ^ a  .-promotif, p̂ eveî tif, kuratif,

adalah segala', kegiatan

J'edi^j^^ahllpokter Umum, Dokter Gigi, dan 
Dokter’Sp^a|ls:^arig bekerja puma;waktu maupun 
paruh w^ktu dijUni^Pelayanan RSUD. 1

33. Staf Kep r̂awatnn adalah Perawat; £ari. BitMn 
yang telaly terikat perjanjian dengan Rumah Sakit 
maupun -^^ng ditetapkan berdasarkan surat 
keputusarv :; penempatan di Rumah Sakit: dari 
pejabat yan^ berwenang dan memiliki kewenangari 
untuk ‘ melakukah tindakan keperawatan mandiri 
maupun tindakan pendelegasian* dari Profesi lain di 
Rumah Sakit.

34. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan
upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, 
gawat darurat, rawat, intensif, kamar operasi, 
kamar bersalin, radiologi, laboratorium, fisioterapi, 
dan lain-lain. K?

35. Unit Kerja adalah tempat Staf Medis dan profesi 
kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat 
berbentuk instalasi, unit, dan lain-lain.

36. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat 
SPI adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas 
melakukan pengawasan dan pengendalian internal

, dalam rangka membantu Direktur meningkatkan 
kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh 
lingkungan , sosial sekitarnya (social responsibiify) 
dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat. j;

37. Nilai Ase^dalah jumlah aktiva yang tercantum dalam 
nerac&®iui) UPT RSUD pada akhir suatu tahun 
bukhj|emeqtu, dan merupakan bagian dan atjet 
Peme^^p||paerah yang tidak terpisahkan.

38. Tdrif ̂ S^hnbalan  atas barang dari/atau jasa yang
Vl. . . . . . .  . :

diberikaii oleh BLUD UPT RSUD termasuk imbal hasil
yang wajar. : ‘



,«‘*i !- i
39. Pegawai adalah pegawai BLUD UPT RSUD "Kabupaten

Karanganyar. : ~
' . r:y/-'r

40. Remunerasi/adalah imbalan jasa yarie dapat berupa
Ŝ i Vh$£Q^ dan tunjangan, \; 1

>11 c» J •, , , . • . ' f*41. Sistein^Rfemu^e^si,-adalah sistem yang' mengatur
• ..J* .aCltDanial̂ JiŜ 'inBfcawai vanp dibftrlflKiilran . ni

orang yang melakukan
• ■ • iK->n;-r • « Vi'HfffftflM™ • . * iiiirn-.1- ■
•v''r)'5‘iif]' ■:■-■ ; * : ? untuki’ memperoleh

pengt^^^pi^P^gg^ai yang diberlakukan di
uJ H W k s u d . ■

r /1 
•  ' a  • • .

I  V - ̂ ,̂ ;.V.;V

Jh t̂an 'yang diperlukan, baik 
tt(''maupun tidak ■' langsung di

V' *' ’f'
w,f maupun
®fei ^ ii

* ') *■* T?*fj 'l*̂Til r *"i1 '* •! 1 j *■■'.) ,, y..
43. Beb'^^aJ^ipengurang dari pendapatan BLUD uPT

„ u *

j»
RSUD ^ a n g i ' a i c a i i  menghasilkan laba bersih sebeltlm

r * .. ‘ i; •:• • 1
pajak padk l̂dpcirah laba/rugi. UV 1 IA

■ • j  ; ■ ■■"-
J-'::-■’ i r '-v ir BAB II >9

•>■!
£■■ MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

i
\:.1

(1) Pola Tata ’ Kelola BLUD UPT RSUD dimaksudkan 
. untuk mengatur penyelenggaraan F’ eksibilitas dakm
Pola Pengelolaan Keuangan pada BLUD UPT RSUD?

(2) Pola Tata? Kelola BLUD UPT RSUD bertujuan untuk:
a. mendorong peningkatan - mutu kinerja 

pelayanan; dan
b. meningkatkan derajat kesehatan.

BAB III
POLA TATA KELOLA :

i

• Bagian Kesatu
Kedudukan BLUD UPT RSUD, Dinas Kesehatan dan - 

. / Pemerintah Daerah 1$

: Pasal3 • \%
(1) BLUD. UPT RSUD merupakan Unit Pelaksana Teknis 

Dinas yang berkedudukan di bawah Dinas.



' nji
(2) BLUD UPT RSUD merupakan unit pelaksana teknis*

BLUD dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

Pasal 4
(1) Dinas merupakan Perangkat,' Daerah y&fig 

bertanggung jawab menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam bidang kesehatan.

(2) Dinas bertanggung jawab terhadap kelangsungan 
. upaya peningkatan mutu layanan dan keselamatan

Pasien yang dilaksanakan oleh BLUD UPT RSUD.
(3) Dinas dalam,- melaksanakan tanggung jawabnya,

mempim^ke^venangan: < . .
a. men|0ti4i.S^v(;,inemberikan rekomendasi SPM

■ 'a ■
g g ; .  . :
P^iberikan rekomendasi terhadap

RBA yang disusun BLUD UPT
\ ;. -Z ^  .

lljengangkatan, perubahan d$xi 
^ ■|p e ja b a t Pkgelola BLUD ofrr

f ’P S f r  ■
d. melaki |̂i!h^bunbingan teknis, pengawasan dan

RSUD; dan ■ :
e. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan 

sumber daya BLUD UPT RSUD.

&
v* \:i:. \j.il

r*.

Pasal 5
(1) Bupati berkedudukan selaku pemilik BLUD UPT 

RSUD di Daerah.

(2)

terhadap perkembangan dan kemajuan BLUD UPT

rsud. /
(3) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah-

-W'"-:1'
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a. menetapkan pedoman Pengaturan Pola T4ta 
Kelola dan SPM BLUD UPT RSUD;

b. menetapkan . Pejabat Pengelola ; dan Dewjan 
Pengawas BLUD UPT RSUD;

c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan 
Dewan Pengawas BLUD UPT RSUD 
sesua: V-ketentuan Peraturan Perundang- ■ 
undangan; dan .

d. memberikan sanksi kepada Pegawai 
•yang melanggar ketentuan /dan mernberil/in
penghargaan kepada . Pegawai yang 
berprestasi.

(4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan 
anggaran dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan ' 
BLUD UPT RSUD. .

Bagian Kedua
Visi, Misi, Motto dan Tata Nilai

Pasal 6
(1) BLUD UPT RSUD wajib menyusun dan 

menetapkan visi dan misi yang dituangkan dafcm 
RSB BLUP UPT RSUD.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat “(1)
mg visi dan misi Bupati.

isi /  dan .misi BLUD : UPT BLUD 
dimaksud pada ayat (1) didukung

(3)

harusjj 
Penew

(4)

(5)

dengiaftfifedW'dan tata nilai.
Motto '. i '̂sebagaimana dimaksud -pada ayat (3)

merupakah;.!:,. semboyan yang menggambarkan 

motivasi/semangat dan tujuan. $  •
Tata nilai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) 'merupakan prinsip-prinsip tuntunan 
dan perilaku yang melekat pada Pegawai 
BLUD UPT RSUD dalam memberikah pelayanan. v

i
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(1) BLU

(2 )

(3)

;'iKetiga
dan Fungsi

.';>•" U j
Y.\

n <.

erupakan Rumah Sakit Umum
sebagai unwrf^:] î>unjahg

* ‘ , J*T

Daerahi
penyelenggaraan ; Pemerintahan Daerah-ifidi • bidang

:l'Y
;■ -a;̂ ,.Pelayanan'Kesehatari.

■  • . 1 '  -  ;  -  • ~ l  7 (  i " l - «  .- y  ■

RSUD ^eba^aiman  ̂ dimaksud pada. -:ayat (1) 
merupakan  ̂ .BLUD ^yang' dipimpin bl?b seorang 
Pemimpin;.'BLUD yang disebut Direktur,-berada di

«V i 1 ‘ * . ij'Vj' ';,..:‘ti'.1 • .
bawah dari bertanggung jawab kepada Bupati melalui

»‘ i \ i ‘ : ‘ - ■
Kepala Dinas Kesehatan.

Vr \

RSUD mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan Pelayanan Kesehatan perorangan 
paripurna, pendidikan, dan pelatihan bidang 
kesehatan.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), RSUD mempunyai fungsi: - A
a. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan 

perorangan melalui pelayanan paripurna;
b. pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, baik

yang berasal dari dalam maupun dari luar RSUD 
guna meningkatkan kemampuan sumber daya 
manusia dalam pemberian Pelayanan Kesehatan; 
penyelenggaraan manajemen dan administrasi 
RSUD.; i(

c.

Bagian Keempat
Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola

Paragraf 1 
Struktur Organisasi

. Pasal8
, ; r. : (1) Striik îr., ̂ cĵ r̂iisasi, - BLUD UPT RSUD ditetapkan 

berdasark^' kompetensi dan kebutuhan Praktek 
Bisnis Yarig'Behat. :



,0.s?
(2) Kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang

melalui .penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan .manajemen yang baik dalam rangka 
pemberia(k'ii>6jft Jayanan yang bermutu,

• berkf^ i^
(3) S t r u ic ^ ^ ^ ^ ^ L U D  UPT RSUD terdiri dari:

S; dan
frl

(4) « Psebagaimana dimaksud pada ayat

(5) Pejab^fc|5^|^w^an-. sebagaimana dimaksud pada 
ayat^).$ i^ : ■
a. SPIpdairi ̂  » i > .

'fiUV, • . '
b. Dewkn Pengawas.

■ ; ■ Paragraf 2 '
.V-; Pejabat Pengelola 5. &

•#

Pasal 9 ;
■ f .

(1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Pasal-f 8‘ s V
ayat (3) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja 
umum operasional, pelaksanaan ; kebijakan 
Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian 
layanan.

(2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) 
berasal dari:
a. pegawai negeri sipil; dan/atau .
b. Non PNS, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. / /r
(3) Pejabat pengelola selain sebagaimana dimaksud pada 

ayat ('2) .rd£tpat mengangkat dari profesional lainnya

Negeri Sipil.



i

•vS

/

(5)

(6)

(V)

(8)

sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, 
kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip 
efisiensi, ekonomis ‘ dan produktif dalam 
meningkatkan pelayanan. ’J
Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga 
profesional lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat dipekeijakan secara kontrak 
atau tetap.
Pejabat . Pengelola yang berasal, dari tenaga 
profesional lainnya sebagaimana dimaksud 
ayat (3) diangkat untuk masa jabatan paling
lama 5

:U:S.tahun, dan dapat diangkat
kali periode masa jabatankembali un

benkutnya,g;^^.,; •-
Pengang^rajM™Si&li untuk periode masa jabathn 
benku^tr
tahun;
D  ^Peng$

dQT̂
paiijjl

PPKD ‘

tg>î ihggi berusia 60 ,(enam puluh)

t Pengelola , yang berasal 
Mainnya seba gaimana dimaksud 
Kaiiaksanakan sesuai dengan 
composisi y^ng telah disetujui

i/i,,*;:*, {i> v ■*

: l S S S ^ : pasal 10 y v : ' ■ ;?
Ketentuan leb^llanjut mengenai pengadaan, persyaratan, 
pengangkatai}, penempatan, batas usia, masa keija, hak,

tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan 
Bupati. ■ ; ' j .{h: ,

f ; ’

Pasal 11 •}
(1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan 

Pejabat1 Pengelola sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal $ ';;ayat (2) berdasarkan kompetensi' dan 
kebutuhan'Praktek Bisnis Yang Sehat.;

K
x



(2)

»
iiik

i i  m  ■

ii

Kompete^s\:ijr ;~;sebagaimana dimaksud pada
.• ; • ‘  ' < y  v ‘ I r i .

ayat , berupa pengetahuan, ... keahlian,,
keterampflap .̂.. integritas, jkepejnimpinan,. 
pengalaipan,... dedikasi dan sikap perilaku 
yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya.1; .

!
1 ■ 
f

Pasal 12
(1) Pengangkatan , dan pemberhentiah Pejabat Pengelola 

BLUD UPT RSUD diusulkan oleh Kepala Dinas d&tn 
ditetapkan oleh Bupati.

dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Kepala Dinas terhadap 
operasional dan keuangan BLUD C’PT RSUD secara 
keseluruhan.

(3) Pejabat Keuangan ' "dan Pejabat-.-’ Teknis 
BLUD UPT. RSUD sebagaimana dimaksud 
dalam- Pasal 8 ayat (4) huruf b. dan huruf c, 
bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD 
UPT RSUD sesuai bidang tugasnya masing-masing-

(4) Penatausahaan keuangan BLUD. UPT RSyD
dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan 
Keuangan UPT RSUD yang ditetapkan: oleh Bupati i 
atas usulan Kepala Dinas. ■ /;■ 'i

Pasal 13 . ' - M
•

(1) Kô p&j&J:-:,;..;; Pejatisit Pengelola BLUD UPT
- dilakukan perubahan, baik

jenisnya, ; - c etelah . melalui 
a n s l^ ^ c f^ ^ sa s i guha' memenuhi; tuntu^m

; p e r S ^ g l *  "  ̂ f:'*?-
(2) ■ Perubalian komposisi Pejabat Pengelola'.BLUD U?T

RSUD - sebagaimana dimaksud pada : ayat *{!) 
diusulkan oleh Kepala Dinas dan ‘oleh

f V

Bupati. ■
■,; -f

! =



' j‘ u * ', <■ r * ■1 .

Tugas dari$
Paragraf 3

^ ^ le jib a t Pengelola BLUD. UPT RSUD

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.
i.

k.

W
al 14

.SUD mempunyai tugas:r .• r • •
&

pengelola BLUD UPT RSUD sesuki
ftt&fc- . . ____■ _±L '

meiiingkkt^n aaya guna dan hasil guna; /. 
memim^iniP-n^ngarahkan,  ̂membiiia, mengawasi, 
mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan
kegiatan BLUD UPT RSUD;

■ 1 .
memelihara, ■ menjaga, dan mengelola kekayaan 
BLUD UPT RSUD; "«* '«i-
mewakililiBLUb UPT RSUD di dalam dan di liispar 
pengadilan  ̂ -f -
melaksanakan kebijakan pengembangan usa îa 
dalam mengelola BLUD UPT RSUD sebagaimana yahg 
telah ditetapkan;
melaksanakan pengelolaan BLUD UPT RSUD yang 
berwawasan lingkungan;,
mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat 
Teknis kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan; 
membuat RSB BLUD dan RBA BLUD UPT RSUD; 
mengadakan dan memelihara pembukuan serta 
administrasi BLUD UPT RSUD sesuai ketentuan; ?: 
menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkaca; 
dan i p
menyampaikan dan mempertanggungjawabkan 
kineija operasional serta keuangan BLUD UPT RSUD.

$r:y* s 4
Pemimpin
sebagai benku^^^y;;;.

Pasal 15
RSUD mempunyai wewenang

s3iingan kepada Tenaga Medis dan 
Ikengan mengikutsertakan dafcm 

|^t§iiggung gugat profesional;
\ i



b.
c.

d.

■ •'̂<i' A' .n

1.

menetapkan kebijakan operasional BLUD UPT RSUD;• • •• • «.,■
menetapkah peraturan, pedoman, petunjuk teknis, 
dan prosedur tetap BLUD UPT RSUD; 
mengangkat .dan memberhentikan Pegawai BLUD 
UPT RSUD non Pegawai Negeri Sipil seshai peraturan 
perundang-undangan;
menetapkan hak dan kewajiban Pegawai BLUD UPT 
RSUD ‘sesuai . .ketentuan peraturan perundang-

^%enghargaan kepada ■' . Bupati
Jnj -karyawan, dan profesipnal yang

i t e ^ -  ■*
' • '•P/-’!-.' ■

sanksi yang bersifat mendidik sesuai
'tjian peraturan perundarig-undangan;

perubahan, dan
pember|i^Uan:'pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis
BLUD j ^ T ^ t j b ^ e p a d a  Kepala D inas;; -•...

'''ii' ■menyediakah tenaga ahli, profesional konsultan atau
,Vf

k.

1.

lembaga'independen apabila dibutuhkan;... 
menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk 
jenis perjanjian yang bersifat teknis' operasional 
pelayanan; „ J
mendelegasikan sebagian kewenangan kepada • 
jajaran di bawahnya; dan
meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dari Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD UPT 
RSUD.: , .

Pasal 16
Pemimpin BLUD UPT RSUD bertanggung jawab terhadap;'
a. pelaksanaan kebijakan BLUD UPT RSUD; . ;*K
b, kelancaran, efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan

keratan BLUD UPT RSUD; m 'M a



Pasal 17
Pemimpin BLUD UPT RSUD mempunyai kewajiban 
sebagai berikut: *
a. mematuhi dan mentaati ketentuan peraturan 

perundang-undangan terkait PPK BLUD;
•i'

b. melaksanakan pelayanan sesuai kompetensi dan 
wewenang profesi; dan

c. meningkatkan mutu kinerja.

Pasal 18
Pejabat Keuangan BLUD UPT RSUD mempunyai tugas 
sebagai berikut: . ’
a. menyusun rencana administrasi keuangan BLUD

UPT RSUD;
b. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan

sesuai-dengan RBA; ' '*
■ . . .  - ' * ’

melakuk^;pengelolaan Pendapatan dan Beban;
-.v ' jol kas-

"ngelblaan utang-piutang;
.  .  .  •-sistem informasi manajemen

i.

akuntansi . dan penyusunan

pengelolaan Sistem
Remunerasi  ̂pola Tarif, dan pelayanan'administrasi 
keuangan;i,-:; , ■

• • .t ;'|il ■ •• * .'•■ • '  -..v
mengentalkah pelaksanaan kegiatan administrasi

mengkoordinasikan pelaksanaan, ;, serta 
pemantauan pelaksanaan ; . ,v kegiatan,

i
mempertanggungjawabkan . kineijh; \ . ipperasional

‘ : ̂ = ■'
administrasi keuangan; dan -

• ' lk. melaksanakan tugas-tugas lain yang;: diberikan 
- Pemimpin BLUD UPT RSUD. ! ,



sebagai
a. menyx}sî n: rencana kegiatan di program pelayanan

keseha^hjr ...
■ * • . » i

b. melaksanakpi kegiatan di program pelayanan
kesehataii spsuai dengan RBA; /

c. memonitor. pelaksanaan kegiatan di bidang
pelayanan kesehatan;•........... • ‘ ■ i. . ! ; y' ;.' .

d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional 'di 
bidang pelayanan kesehatan; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 
Pemimpin BLUD UPT RSUD.

j

Pasal 20
(1) Pemimpin BLUD UPT RSUD yang berstatus sebagai 

Pegawai Negeri Sipil, bertindak : selaku Kuasa 
Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang.

(2) Dalam hal Pemimpin BLUD UPT RSUD berasal dari 
■ unsur non Pegawai Negeri Sipil, maka furigsi Kuasa

. t -

Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang 
dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan.

; gi
Paragraf 4

Persyaratan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat 
■ .Teknis BLUD UPT RSUD;
i 1 .V, •

Pasal 21
Syarat uiitn^Soj&atlvdiangkat menjadi Pemimpin BL&JD
_____ , v ”v'UPT RSU

M

b. berke

kfc’.V '■
f e '  . . ' . 'VV ■|medis yang mempunyai kemampuan

,\> ■. i -'i >
ifebidang perumahsakitan;; , • ...
rtr'Va; • { ■

' M
Itbaik dan memiliki dedikasi untuk

........ -..rMfifr- .
mengembdri^rnn usaha guna kemandirian BLUD

■ .'v -’
UPTRSUD î  ̂‘

w i i l'
4 . Ih

m m -

:ia



c.
i V»‘: ♦'v̂ Vy- ' '

mampt|!.;:melaks^yym perbuatan hukum dan tidak..-.•W.; • iM,i ?.<;*• M
pernah ;:;.5mehjadi-,V pemimpin perusahaan yang

d.

e.

i « *. ■ •

;eri Sipil atau Non : Pegawai 
iHH;! ■ •

Ik^tentuan peraturan perundang-

-.1 I.

,*,!* - * j • r

: ■ t .... ...u $urat pemyataai} kesariggupan{i* ‘
x Praktek Bisnis Yang Sehat pada
fa - f1, • ■

22 : •
Syarat imti^t^yi^diarigkat menjadi ‘Pejabat Keuangan 
BLUD UPT RSUD'yaitu: • . £1
a. minimal ;befpendidikan Saijana yang memenuhi

' •m ( • i '

kriteria keaihlian, integritas, kepemimpinan dai? 
pengalaman! di bidang administrasi keuangan dan/ 
atau akuntansi;.• • \ * * ! r•j* i

b. berkelakuan . baik dan memiliki dedikasi untuk. t
mengembangkah usaha guna . kemandirian 
keuangan;;

. . } ■, i ’
c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak

pernah menjadi! pemegang kepangan perusahaan 
yang dinyatakan pailit; t

d. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan 

untuk menjalankan prinsip pengelolaan keuangan 
yang sehat pada BLUD UPT RSUD; dan

f. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian.^

' Pasal 23 .
Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis 

BLUD UPT RSUD adalah :
a. seorang dokter atau dokter gigi atau saijana 

. kesehatan yang f  . memenuhi kriteria

•* . . . . .



u

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk 
mengembangkan Pelayanan Kesehatan yang 
profesional;

c. znampu; melaksanakan koordinasi di lingkup 
pelayanan BLUD UPT RSUD;

d. berstatus Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai 
. Negeri Sipil;

e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan
untuk '̂meningkatkan dan mengembangkan 
pelayahafe^ BLUD UPT RSUD; U
memtfriuHii ŝyarat administrasi kepegawaian bagi

^ggawai Negeri Sipil. i t

1 1 . ■ ■■
< "Paragraf 5

perangkap Jabatan

^r’Pasal 24
j 1 i; * •

Pejabat P^g^cMjBiyD UPT RSUD dilarang merangkap
 ̂ *r ' r « * ■* *

jabatan dalaMipiuang yang sama di institusi Pelayanan 
Kesehataiv yang jr * “

; v :
' - ’ Paragraf 6 •

Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD

. , % 4

r-j ./■; Pasal 25
(1) Pejabat Pehgelola BLUD UPT RSUD dapat berhenti 

karena: \  s
a. meninggal dunia;
b. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut- -

turut; ;■ i
c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya

^  i

dengan; baik sesuai rekomendasi Dewan 
Pengawas;

d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan- 
ketentuan lain yang telah ditentukan;

e. terbukti?*' merangkap jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24;

> . jli



i

f. mengundurkan diri karena alasan yang dapat
diterima sesuai dengan ketentuan yang 
dan '

:u;

g- .
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum 
tetap.

(2) Tata cara pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD 
UPT RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 
dengan cara Dinas mengajukan usulan 
pemberhentian kepada Bupati.

(3) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dikecualikan untuk alasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f.

(4) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimakstid
ayat (3) yaitu sebagai berikut: -*»-■
a. Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD mengajukan 

permohonan pengunduran diri kepada Bupati 
melalui Dinas;

b.
ajiiM- geftagaknana dimaksud huruf a; dan 

c. D m ^ '^  usulan penetapan
pejabat Pengelola BLUD LfJfT

!an Kelima 
dan Pengawasan

- ;Pasal-26 ' i -. ;
Pembinaan^d^ 'pcngaWasan BLUD UPT RSUD terdin 

atas: ' i
a. ; ;(

I . 1 ‘ ,
b. SPI; dari f*,f
c. Dewan'pengawas ' ; ;

' . :V • ! '•
• j-;';;; ; _
. ■ Pasal 27 ' ^

(1) Pembina  ̂'teknis sebagaimana diina^ua dalam
Pasal 26 huruf a yaitu Kepala Dmas.i v̂

' * - ■

V.< W



I

(2) Pembual
Pasal

w m m . -:>'■ V'V-. *.vi a t ••vv'^AO!?r *;•••. •

dimaksud dalam
u Kepala BKD.

i  < [ *

(1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b
dapat dibentuk Pemimpin BLUD untuk pengawa^^n 
dan pengendalian internal ' terhadap kinerja 
pelayanan, keuangan, dan pengaruh’ lingkungan 
sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang 
Sehat. •

(2) SPI sebagaimana dimaksud pada \ ayat <• (1). yaitu
J , ' • ‘•'•■' • V .

pengawas internal yang berkedudukan langsung di 
bawah Pemimpin BLUD.

(3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan mempertimbangkan: : > i ■
a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
b. kompleksitas manajemen; dan ;
c. volume dan/atau jangkauan pelayanan. ?•

Pasal 29 i :!
(1) Tugas SPI, membantu manajemen untuk: ’.

a. pengamanan harta kekayaan;
b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

daiam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan

harusfmemenuhi syarat: t

a. sehat^astnam dan rohani;
-^ahlian, integritas, pengalaman, 

yang baik dan dedikasi 
untuk memajukan dan 

'BLUD UPT RSUD;
^penyelenggaraan • Pemerintahan

;as dan fungsi BLUD UPT RSUD;
• i  • .

memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
' * !  ’  ! 

v * * »

i  ; 4 V t

'i^rrp -y



J

■ ; ; r/v-lV,. 
* . . I ,, ' . Vv

f. berijazah R^m^rendah D-3 (Diplonia 3);

(D

(2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana 
dimaksud ;■ pada ayat (1) hanya dapat “ dilakukan 
oleh BLUD,!; yang memiliki realisasi -Pendapatan 
menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun 
terakhir atau Nilai Aset menurut neraca 2 (dua) tahun 
terakhir.'. •

1 4 r /
(3) • Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dibentuk untuk, pengawasan dan 
pengendalian internal yang dilakukan oleh 
Pejabat Pengelola. . •'

(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling' banyak13
(tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di antara 
anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai ketua 
Dewan Pengawas. 1 ‘*

(5) Jumlah anggota. Dewan Pengawas paling:'banyak 3
(tiga) orang sebajgaimana dimaksud ayat|;(4) untuk
BLUD yang memiliki: * 4  '

' • 1 •. 
a. realisasi Pendapatan menurut laporan * realisasi

• .

anggaran ' 2 (dua) tahun terakhir sebesar 
Rp.30.000.000.000,00 (tiga‘puluh miliar rupiah) 
sampai deh'gan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus 
miliar rupiah); atau

. j'’ ■ <Vv •

8' pe! S i i ® l paling sedikit ‘
h. bemsia^al^|yeridah 30 (tiga puluh) tahun dan

j|ma puluh lima) tahun: |>ada saat
kali;

, im  r ‘i.
? ?/-*

» y ; . . , #

gikan keuangannegara
. ' • • '• 1 -v • ^ 'V (

atau

t’.ii ■
. i^ni sanksi pidana|;cl^n • (: ’ 

p independen dan obyekiif; .

........... ........  0 ! 'apifi:'--,; ■
D e wan i ii |;Pejj|gawas j-sebagaimana dimaksud _ dalam 
Pasal 26^t^M^;(iibentuk oleh Bupati; ,s *. i I » .**.! ’i,! - . :i>- ‘ . ‘ ’ *. ■

I t ; :t * ifc ii.'i i .  .ir i: n -.r



b. Nilai Aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir 
sebesar Rp. 150.000,000.000,00 (seratus lima 
puluh miliar rupiah) sampai dengan 
Rp.500.000.000.000,00 ■ (lima ratus miliar 
rupiah).

(5) Jumlah, anggota. Dewan Pengawas paling banyak* 5 
(lima) orang sebagaimana dimaksud ayat (4) untuk 
BLUD yang memiliki:
a. realisasi Pendapatan menurut laporan realisasi 

anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari 
Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 
atauf •

b. NilaitAset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir,
150.000,000.000,00 (seratus 

ufe:milikrrupiah).

Hi

(2)

^|'Pasal31 • ,
engawas sebagaimana dimaksud 

£pt(5) terdiri atas unsur:
, jijiKty v . v •
i|ĵ !jpejabat pada Dinas;

b. 1;(^lu|i;orfmg pejabat pada BKD;'dan
i ' uv . ,c. 1 (sattn/forang tenaga ahh. yang sesuai dengan 
kegiat^fBLUD.
• - . . . r  t *  j .  i ;;»’»• • • •

AnggcjtaJ |Diewia[n • Pengawas sebagaimana dimaksud 
dalam Pa|al;$0 ayat (6) terdiri atas unsur:
a. 2 (dua) orang pejabat pada Dinas;
b. 2 (dua) orang pejabat pada BKD; dan

|t,: ii-Vt ■ ’

c. 1 (satu)- orang tenaga ahli yang sesuai dengan
kegiatan’BLUD. ;

(3) Tenaga ahli j sebagaimana dimaksud pada ayat fl) 
huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga
profesional, ;atau perguruan tinggi yang memahami 
tugas fungsi); kegiatan, dan layanan BLUD.

(4) Anggota Deviran Pengawas sebagaimana dimaksud 
pada dyatf(lj"dan ayat (2) dapat diangkat menjadi 
anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.

f



. /r.; ; \m> .• •*' •iiTt *,■» '
i i " j / : .»•

(5)

(6 )

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan
setelah Pejabat pengelola diangkat.
Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang
bersangkutan harus memenuhi syarait:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, 

prilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk 
memajukan dan mengembangkan BLUD;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan 
Daerah; .

d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan
fungsi BLUD; . . . . #3

e. menyediakan waktu yang cukup untiik
■ melaksanakan tugasnya; '

f. berijazah paling rendah S-l (Strata Satu); ^
g. berusia paling tinggi • 60 (enam puluh) tahun 

terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (!) dan ayat (2);

h. tidak.'pernah menjadi anggota Direksi, Dewan
Pen^was atau Komisaris yang dinyatakan 
bers|Jah;(:'^menyebabkan badan usaha yang
dip^^iS^i^aiakan pailit;.,

i. ti(iffi^?S^&ehjalani sanksi pidana; dan 
• ^ * ® ^ ^ e n j a d i  pengurus partai politjk,

Iclaerah atau calon .wakil kepala 
|au calon anggota legislatif.

(1) Dew

‘
f^Pasal 32 . . :
memiliki tugas: 

perkembangan kegiatan BLUD;
non

a. me..........
b. m e^^l^peua keuangan maupun ̂ kmega 

keuangan, - BLUD dan memberikan tekomendasi
atas; ndsij penilaian untuk ditindaklanjuti oleh

: ). *.?•. V» • ’
Pejabat Pengelola BLUD; i / j

c. mdhifijrmg tindak lanjut hasil ■'eVdliiasi -dah 
penilaian’ kinerja dari hasil lappran audit 
pemeriksa eksternal pemerintah;| %[f ‘



e. me;

.kepada Pejabat-.pengelola 
•y tu8a8 <*an 'kewajibannya;

dan saran kePada Kepala
i e » S f e  "  ' • ; V •

L . l l t | | # ^ kan oleh Peiab^ p# M a-.
2r menjadi kenddja dalap

pengelolaan BbUD; dan ,*■ ' *■■ ’*f'
■ '! i - ' k . !  ,.: •. ,,;t , \ ; i ,  •■ i... '

3. l^ ^ B L U p .
(2) Penilaian t f. idneija keuangan sebagaimana 

dimaksud -pada ayat (1) huruf 'b, diukur' paling
sedikit meliputi:::.x:?i-y :. . v ’•
a. memperoleh hasil usaha atau hasil' kerja dari 

layanan yang diberikan (rentabilitas); •
b. memenuhi kewajiban jangka ;pendaknya

(likuiditas); -
c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitasj;

dan
d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk

membiayai pengeluaran. 1

(3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) „huruf b,- diukur 
paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, 
proses internal pelayanan, pembelajaran, dan 
pertumbuhan. ...

(4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

\
Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali 

' dalam satu tahun atau sewaktu-waktu . jika 
diperlukan.

Pasal33 -•
(1) Mask-jl^pj^'^gbta Dewan Pengawas.d t̂etapkan 5

■ diangkat kembali untuk 1 (satu) 
berikutnya apabila belum‘berusia

t  - ! .<

• k.iSV• • , , .• ^  ’ ' J

r-
« -• *''?3 ;
• ' J', f '

: vri.j: • . . - i u d ’-

*3



(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas 
sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, 
Dewan Pengawas dari unsur tenaga V̂ hli dapat 
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya.

■ i= -v-u
* (3) Anggotaiiwdn'^epgawas diberhentikan oleh kepala
• d a e r a i i p M i i | | t "  :

tir; atau
■>t.: •Uji.'»;-

V ' i  , e f

raktU-WaktU. t /'■ ’:/.V’ ; r,1!» j-;.J
M1L1,.1 .Pengawas : diberhentikan

ujk
£sud pada ayat (3) 1 huruf ip,

^ R i l  ■ . :- M .  \ 1,1
a. tia^ ||^ |^e |^ fsan ak an  tugasnya dehgan baik;
b. â ^̂ ĵ âlrijalcazi ketentuan .peraturan

pen^^g^undapgan; r \\\
c. terUbetfjldpliain tindakan yang merugikan BLUD;
d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan'f * u * * ' %

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri; dan v,
f. terlibat;' dalam tindakan kecurangan yang

mengakibatkan1 kerugian pada BLUD, negara 
dan/atau daerah. . '

; ■ 1 \  Pasal 34 K(
(1) Bupati 'dapat- mengangkat Sekretaris ‘ Dewan 

Pengawas.' untuk mendukung 'kelancaran tugas 
Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan 
Pengawas. ■

(3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 
ayat (2) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil xdi 
Lingkungan Pemerintah Daerah atau diambil dan 
unsur Nbp Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.



Pasal 35 , . • 11
Segala biayayang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 
Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas
dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

■ ' ■*>'.

Bagian Keenam
Pengelompokan Fungsi Pelayanan dan Fungsi Pendukung

- Pasal 36 td
Rumah Sakit mempunyai tugas membelikan pelayanan 
kesehatan perorangan secara paripurna.

.T Pasal 37
• '“J A*v . • ,

Untuk mepj^ankan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
. Pasal 36,- ^ ^ ^ ’̂ akitmempunyai fungsi: ^

jj^S^j^pelayanan' pengobatan dan 
f^^^atan  sesuai dengan. standar

b.

c.

d.

m  M
p ^ i§

■

panjjR

M&i
t-w- ,
aluimi.

• $ - »
peningkatan kesehatan 

pelayanan kesehatan yang 
kedua dan ; ketiga sesuai

jfe- ■ : ■i*. . . ,
penyelei^g^p|S| pendidikan dan pelatihkh sumber 
daya; -dalam rangka peningkatan
kemampp^ltiaMri pemberian pelayanan kesehatan; 

dan '
penyeleiij’̂ araan penelitian dan pengembangan serta 
penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka 
peningfcataii pelayanan kesehatan y . -dengan 
memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidahg 
kesehatan.} ;

i ; . ► Pasal 38
(1) Untuk tersedianya fasilitas dan terselenggaranya 

kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta 
penelitian; jdan pengembangan ' kesehatan, dibentuk 
beberapa^stalasi yang merupakan uri'it; pelaksana 

pelayanan.'*'
. / t \ ‘J

r#»



'‘.'.’r;- •
'S'!r :f •JV1’

' V

(2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud paSa 
ayat (1) ditetapkan oleh Direktur, dan disesuailtan 
dengan kebutuhan.

.........  .1 . . ■». * jjj j
(3) Instalasi, dipimpin oleh seorang (kepala , yaftjg 

diangkat - dan diberhentikan oleh Direktur ’ s^fta
. bertanggung jawab kepada Direktur melalui 

Kepala Bidang.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Instalasi•. ■ - i t ’ •

dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non 
Medik, baik. Pegawai Negeri Sipil maupun t Non 
Pegawai Negeri Sipil. ' 'f• 'i*  r

(5) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan 
atas analisis organisasi dengan mengingat 
sumber daya yang tersedia di RSUD meliputi 
sumber daya manusia, sarana prasarana, 
dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

( 1)

( 2)

Pasal 39
Pelaksana kegiatan pelayanan yakni pejabat 
fungsional dan kelompok pelaksana lainnya. » 
Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). terdiri dari pejabat, fungsional tertentu 
kesehatanr-'j dan pejabat fungsional tertentu
non

' (3) Keloiii^k|M^^gK9ana lainnya sebagaimana 
di] (1) terdiri. dari «t sejumlah

L yang nomenklatur nama 
ilan oleh ketentuan • peraturan

;»!Pasal 40
(1) Kelompj^^ terdiri dari sejumlah



‘i ' t

gsional sebagaimana dimaksud. , vj;
an,berdasarkan kebfutuha  ̂dan

gsional bertugas’melakukan 
lehgan Jabatan Fungsional masing-

(4) Jenis, d ^ jl^ jj^^^batan  Fungsional diatur ;sesuai 
keten^an|jpe|^^an perlmdang-unda^gan.; /.

(5) Kelompc  ̂ terdiri d&rity
a. Staf Medis;

i. i

b. Staf Keperawatan;
c. Staf Tetiaga Kesehatan Lainnya; dan
d. Staf fungsional hon kesehatan. '

'• i. u" ' :
. . . .v Pasal 41 : • ; :-.H

: . ‘ r,-

(1) Staf Medis sebagaimana. dimaksud: pada Pasal ;*40 
ayat (5) huruf a terdiri dari:
a. dokter;
b. dokter gigi;
c. dokter spesialis; dan
d. dokter gigi spesialis.

(2) Staf Medis mempunyai tugas melaksanakan 
diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, 
peningkatan dan pemulihan-kesehatan, penyuluhan, 
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

(3) Dalam, melaksanakan tugasnya, Staf Medis 
menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi 
terkait. .

Pasal 42
(1) Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal

i



(3) Staf Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan 
asuhan keperawatan dan kebidanan yang 
meliputi pengkajian, diagnosis, rencana, tindakan

« J'.'
dan evaluasi keperawatan ■ penyuluhan, 
pendidikan, pelatihan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

• * • '  . O'-(4) D alai^^me^|piakan tugasnya,. St^J Keperawatan 
menekunakmpendekatan tim dengan tenaga profesi

r '

* • , ■.■••'•i’

dim 
merupS

|pasal.43-
Sg^ktan Lainnya iisebagaimana 
^Pasal 40 ayat1 (5) huruf c

’V - . . - 1 ; v .

î k. tenaga kesehatan jrang bekeija
"di b!i^in®^^ykhan Kesehatan dalam; Jabatan 

F u n g s ^ o ^ h M j v .  *
(2) Tenaga ‘Kesehatan Lainnya sebagaimana ̂ dimaksud 

pada ay4t’{i) terdiri dari:
a. Apoteker;1
b. Asisten Apoteker;
c. Analis; Kesehatan;
d. Fisioterapis;
e. Fisikiawaii Medis;

* . t
f. Nutrisionis*

«t

g. Okupasi Terapis;
h. Ortosis Prostesis;
i. Psiktilogis Klinis;
j. Perekam Medis; &
k. Radiografer;
L Sanitarian;
m. Terapis Wicara;
n. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
o. Teknisi Elektromedis;
p. TekmSiSigi; dan
q. Teknisi Transfusi Darah.

f

j



(3) Staf Tenaga Kesehatan Lainnya mempunyai tugas 
melaksanakan Pelayanan Kesehatan yang meliputi:
a. Penyuluhan;
b. pencegahan penyakit; 
c- pendidikan;
d. pelatihan; T
e. penelitian; dan , ,
f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

kesehatan. •
(4) Dalam melaksanakan tugasnya,;. Staf Tenaga 

Kesehatan Lainnya menggunakan pendekatan tim 
dengan tenaga profesi terkait; '

**! *. (Y.

—------ Non
staf

dimaksTid.̂ iilifMfeSfefeisal

keahhanw;
•. M ilditetapkan

perund&n

Kesehatan' ’ sebagaimana 
40 ayat (5); huruf d 

tpok jabatan yang berisi 
-berkaitan dengan layanan 

yang berdasar pada
telah«£&■•..., _ puan

■
<*■' ketentuan

tertentu

" rm

yang
peraturan

‘W'*1''" •?'T': r* 1!?«•**. ••• • • ,s* .r*'. •
.

^gian Ketujuh
Sp^aur dan Tata Kenal ■ V-

• ■ '..v; : ■ ■
• \  'r-.,' • ■

Pasal 45 ,
Setiap r^hpinan Unit Pelayan.an . di ‘ lingkungan 
RSUD ' melaksanakan tugasnya wajib

mY

(D

menerapkph;;; prinsip koordinasi, integrasi, dan
'ify

sinkrbpasajsjr sesuai tugas masing-masing. .
(2) ‘ Setiap piirjpinan Unit Pelayanan di-lingkungan RSUD

• 'i "'s ; .
wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi
penyimpahgari wajib mengambil langkah-langkah
yang J di^erlufean sesuai ketentuan-'.«peraturan
perundarig-undangan. l: , v *

• ^ • i  • % •



(3) Setiap 'pimpiriaii!; Unit Pelayanan di .lingkungan
J ' | * J f

RSUD . bertanggung , jawab memimpin’ dan 
mengkoor^jna^k^n bawahannya serta memberikan 
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas

1 . . • “v1:.
bawahannya.

W i.- *.!• :-1.
* *•

■„ v Bagian Kedelapan
-. Standar Pelayanan Minimal

• . i
i ' *  ■ Vr:

v i. !■ ‘•i? ih

(1)

Pasal 46 t ‘
Untuk menjamin ketersediaan, ke teij angkauan, 
dan kualitas pelayanan umum yang diberikan 
oleh RSUD, perlu menetapkan Standar Pelayanan 
Minimal.

(2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diusulkan-. oleh Direktur 
kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus mempertimbangkan jenis dan 
mutu pelayanan.

,Bagian Kesembil^p 
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 47
(1) Pengelop^tt|^bpr daya manusia ■ merupakan

yang jelas mengenai 
y^g  berorientasi pada

penga

'-p'Vtfj pemfe
rmend,
=OTefisif 

(2) BLUCĵ  
melakP'

(3)

^kuantitatif dan kualitatif untuk
®>aian tuiuan organisasi secara

k - • .
j p ’ ; ■ ■ v
'^.berikan Fleksibilitas untuk dapat 

„ ^ _ _ ^ ^ ^ |ad aa n  pegawai yang berasal ddSi

Pegawa||l^|fe^|;-:'-
P e n e n n ^ ^ M l^ n fe a ln g k a ta n , penem patan , dan  

pemberhekti®-Pegawai Non PNS akaii diatur lebih
, * r ’ \ vs £ d** \* 5 * • i

lanjut dengari Peraturan Bupati.



(i) ®8

' j ' r  
,• ‘.1;i»&:

.'• tr‘:-:;i
l&aMBLUD ‘UPT RSTJD; . Dewan
w i^ 'r  ••■'•'
^etans Dewan Pengawas, dan
fejjRRT RSUD d a p a t d i b e r i k a n
Im **' v v . 'rh}  : i --

■. r ;is W ™ fif e , v cien6an ^H gkat '. tanggung 
ja W a b W |d |M  profesionalifeihe yang

d i p e ^ r f f i H : -  ■

(2) Remimerasi^se^agaimana dimaksud. pa3a ayat (1),• ! \  v;d L - J l'I '.li' }
m em pal^‘.i^£dan keija yang dapat berupa:
a. gaji;
b. tunjangan tetap;
c. honorarium;

d. insentif;-
e. bonus atas prestasi; :

a \

■l

f. pesangon dan/atau pensiun.
(3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan

Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk 
honorarium. „

(4) Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan 
Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
terdiri atas:
a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling 

banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari 
gaji dan tunjangan Direktur selaku Pemimpin 
BLUD; ;•

b. honorarium setiap anggota Dewan Pengawas 
paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam 
persen) dari gaji dan tunjangan Direktur selaku
Pemimpin BLUD;

c. honorarium  Sekretaris D ew an Pengaw as p alih g 

b an y ak  seb esar 15% (lima be las persen)
’' 'i'.} * .

dari^gajrdan tu n jan g an  D irek tu r se laku  Pem im pin

r- 
*



u -

JC

(5) Remunerasi Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD 3an 
Pegawai BLUD UPT RSUD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleb Bupati berdasarkan 
usulan yang disampaikan oleh Direktur melalui Dinas 
Kesehatan..

Bagian Kesebelas 
Penatausahaan Keuangan

. h- :- Pasal 49
• S* < 1 • '

* Pengelola^?|^uSttgan Rumah Sakit menerapkan Pola
Pengelol 
berdasar

;afe' Badan Layanan Umtim (PPK BLU) 
^prinsip efektifitas, efisiensi dan

y* *
ySerasaskan akuntabilitas dan

l l t v  • '
trarispara

■ ' : ;*} fjil

, 50 :

(1) Dalanj-f^^^^^^pnerapan prinsip ; dan asas 
sebagaim^a'CiJhiaksud dalam Pasal’49 maka dalam 
penatau|o^|lij!/ /keuangan diterapkan sistem

• 's' I, ‘' l' '' l’*i . ' * •'akunl^si- berbasis standar akuntansi pemerintahan

(SAP). - \
(2) Alokasi anggaran dari APBD untuk, pembiayaan BLUD 

UPT RSUD dapat berupa belanja operasi dan belanja

modal. ; ;;•/ *
(3) Ketentuan yang bersangkutan dengan pengelolaan 

keuangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati. . vi

Bagian Keduabelas 
Tarif Layanan '

Pasal 51
v

(1) BLUD UPT RSUD dapat memungut biaya kepada 
masyarakat  ̂sebagai imbalan atas barang dan/atau

• 9 -*V . '

jasa layanah yang diberikan.



(2) Imbalan atas barang dan/ataujasa,', layanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat; (lJ^dfte.tapSan 
dalam bentuk Tarif layanan yang disusun atas datar 
perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hlsil 
per Investasi dana.

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
termasuk imbal hasil yang wajar dari Investasi dana 
dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya 
per unit layanan.

(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif sesfiai 
jenis layanan BLUD UPT RSUD, - :

Pasal 52
*

(1) Tarif layanan. BLUD UPT RSUD diusulkan oleh 
Direktur kepada Bupati melalui Kepada Dinas.

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapk^rdengan Peraturan Bupati.

(3) Peneta^^^^Fayknan sebagaimana dimaksud pada 
" vf̂ kif^®fempertimbangkan kontinuitas dan

pengje
•j;VL

kofe

. t! $*■

(1)

^yaiian, daya beli masyarakat, serta 

at; „ ' ■i*1'- • :

•Pasal 53 ' 5 .
jgpiengenai Tarif layanan BLUD UJPT

dan.pjjn

:an perubahan sesuai kebutuhan
• ":p, •' •' . f;'

jan keadaan. ' ; ‘ r

(2) , Perub^^lp^sllayanan sebagaimana .dimaksud
pada a^t^ij)^‘dapat dilakukan secara-U^eluruhan 
mauptir îperidhit layanan. - ■■

(3) Proses |-perubahan Tarif layanan ‘ sebagaimana
dimakshd pkda ayat (1) dan (2), berpedoman pada 
ketentuan -Standar * Pelayanan Minimal dengan 
mempertimbangkan pemerataan, ketersediaan, 
keterjanglcatran, kesetaraan layadkn, ‘ serta
kemudahan untuk mendapatkan layanan umum 

yang diberikan oleh RSUD.' * :■



*

(4)

S&M: -
p:;:

■■ ■ ’

- i

l  -  ' n  i.i;
A p a b i^ |^ ^ ^ a r if  layanan yang belum -ditetapkan 
dalam. P(er^|fan Bapati maka untuk Tarif layanan 
sementara^skan ditetapkan dengan..- Keputusan 
Direktur,  ̂' lhi-

. \Kf C/
m:

- Bagian Ketigabelas 
■ ; . Pendapatan dan Beban
i »

, '• t, t

- Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 54

* i i i.

! •: ) ‘U
1 • ! ,V; •i  . ■ { •

|.|^1 !j
:kU;I

* . * X
• Mi

f* \ t

Pendapatan BLUD UPT RSUD dapat bersumber dari':
a. jasa layanan;
b. hibah;
c. hasil keijasama dengan pihak lain;
d. lain-lain Pendapatan BLUD UPT RSUD yang sah; dan
e. APBD.

i

Pasal 55
(1) Pendapatan BLUD UPT RSUD yang bersumber

dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada 
Pasal . 54 huruf a dapat berupa' imbalan yang 
diperoleh dari jasa layanan'yang diberikan kepada 
masyarakat. •:

(2) Pendapatan BLUD UPT RSUD- yang bersumber 
dari hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 
huru£|b!g<iapat berupa hibah terikat'.'.dan hibah 
tidak:rvt«nl^?'yarig diperoleh dari masyarakat atau

(3) [D UPT RSUD yang bersumber
it' sebagaimana dimaksud pada

. ; ! •‘Vy.... .
pakan sesuai dengan- tujuan 
f  r  sesuai dengan * pertiritukannya 
nian tujuan BLUD 'RSUD

sebagaffi^^eirtantum dalam na^k^fjpfcijarijian

h ibah:feW !ii . ■ ' lUJ*  tfjtl f  . ■ j; 7..-1



(4) Hasil kerjasama dengan pihak lain ŝebagaimana 
dimaksud pada pasal 54 huruf c dapat-berupa hasil 
yang diperoleh dari kerjasama BLUD UPT RSUD.

'• . ■•VI* ’ ' I ,‘..v r. . i
(5) Lain-lain pendapatan BLUD UPT RSUD ! yang sah 

bagaimaim1,;dimaksud dalam Pasal'^54 : huruf d,
i' v; •antara

■a. i jalsa* 

b-* vvfa
“a

V JV’t
I.. ■* ■

v ■
., '-*■ iVr̂ ; y.- ..w-;"
:|isih nilai tukar rvgj^b; teijhadap

!-j 1 fri1 ■ ,
_4/J^^ngan ataupun bentuk lain sebagai

r rH fc ' *' ■* } )■> . ! !-i.< ‘ •
akibat": ;idarii. penjualan dan/atau' i. pengadaan

an^atau jasa oleh BLUD UPT̂ RSUD; '
f r '■* ‘ v; ' .

e. ; Investasi! f  /
f. pengembangan usaha.

(6) Pendapatan BLUD UPT RSUD yang bersumber dari
i* i •

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e
I. •:».» 1 ■'

berupa Pendapatan yang berasal dari Dokumen ■ 
Pelaksanaan Anggaran APBD.

Pasal 56 •
(1) Pendapatan BLUD UPT RSUD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal ' 54 huruf a sampai dengan huruf e 
dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran 
BLUD sesuai dengan RBA, kecuali yang berasal dari' 
hibah terikat.

(2) Pendapatan BLUD UPT RSUD sebagaimana dimaksud 
' pada ayat (l) dilaksanakan melalui Rekening Kas

BLUD.

Paragraf 2
Beban w,

*1
Pasal 57

(1) Beban BLUDV; UPT RSUD berasal dari seluruh 
Pendapatan BLUD UPT RSUD sebagaimana diatur

dalam pasial 54 huruf a sampai dengan d.
•' .f .

...
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(2) Beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang 
diterapkan untuk Badan Layanan Umum.

(3) Beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari:
a. beban Pegawai;
b. beban persediaan;
c. beban jasa; ■ t a
d. bebap pemeliharaan;
e. beb^I^gganan daya dan jasa;

'f ' '*x. beDanit>enmarian dinas; .*•
• .*

' mitan dan amortisasi;
* - £\ -

f  'r. • 
wr.'jC-
n.Keempatbelas

-i:.- 1
ji'.Anggaran dan Defisit* Ariggaraft
W'/ ■ ■ ..
•w* •P:« !
^Paragraf 1
Perhitungan Anggaran

m iy-'
/ Pasal 58

;*vh =
(1) Sisa Leb^h?;Perhitungan Anggakan BLUD UPT RSUD 

merupakkn selisih lebih antara realisasi penerimaan 
dan pengeluaran BLUD UPT RSUD selama 1 (satu)

* • • . , , v

tahun anggaran. ' . 4

(2) Sisa Lebih. Perhitungan Anggaran BLUD UPT RSUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

. berdasarkan, laporan realisasi anggaran pada 1 

(satu) periode anggaran.
Sisa. Lebih Perhitungan anggaran BLUD UPT 
RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
digunakan”;: dalam tahun anggaran berikutnya, 
kecuali atas perintah Bupati untuk disetorkan 
sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah 
dengan j&Smpertimbangkan posisi likuiditas dan 
rencana* pengeluaran BLUD UPT RSUD.

(3)



► «i

U'
(4) Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

BLUD U PT RSUD dalam tahun anggaran berikutnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.,

(5) Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
BLUD UPT . RSUD dalam tahun anggaran 
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang digunakan untuk membiayai program dan 
kegiatan- harus melalui mekanisme APBD. ,

(6) Dalam kondisi mendesak, pemanfaatan Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran BLUD UPT RSUD dalam ■ 
tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) dapat dilaksanakan mendahului

, perubahan APBD.
(7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud

pada ayat. (6) mencakup : ' .
a. Program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang- 

anggarannya belum tersedia dan/atau beluiii 
cukupt:;';te|sedia- anggarannya pada tahun

. anggS^Ihenalan; dan
b. keperWto&ehdesak lainnya yang apabila

\pienimbulkjm kerugian yang 
Vbagi Pemerintah Daerah dan

(8)

mlebihi

ig pengelolaan Sisa Lebih 
Saran BLUD UPT RSUD‘akan diatur 

: Peraturan Bupati.
'!&

: "Defisit AnggDefisit Anggaran

Pasal 59

tf-.1

V v,-t f •.
\  i.1 f, *
*r r. • 

s• • 'k j

>•"

W

(1) Defisit ainggaran BLUD UPT RSUD merupakan selisih

- tv
■ t e / . 1 •• • < *

' (F; 
;:V’

I
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(2) UPT RSUD i ^ p l  ^iajukan
Pa<̂a . tahun ; ■. anggaran 

berikutnya iĉ pada PPKD. *

.1 ^
; Bagian Kelimabelas ’v.;.• . ■ • ’ t

Pengadaan Barang dan/atau Jasa i

Pasal 60

ih

"■ . •• -  < V f'. ■
(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pad&BLUDv’OTT 

RSUD
• /I: ‘ \V .'l

berdasarkan ketentuan peraturan, ..peruridahg-
undangan mengenai pengadaan .barang/jasa

» " 1 ,v ■ ■ '• ‘ ' ■ ...
penierijitah. •; ^

(2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada. BLUD 'UPT

. yang bersumber dari APBD dilaksanakan

RSUD yang bersumber dari: / '' i
a. Jasa layanan;
b. Hibah tidak terikat;
c. Hasil keijasama dengan pihak lain; dan
d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, . 
diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian 

V atau seluruhnya dari ketentuan* 'peraturan 
perundang-undangan mengenai pengadaan barang 
dan/atau jasa pemerintah.

(3) Pengadaan barang dan/atau jasa ‘' dilakukan
berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, 
akuntabel dan Praktek Bisnis Yang Sehat.. ^

(4) . Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barakg
dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat '(2) 
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61 '
PengadaanJbarang dan/atau jasa yang daifia^ya berasal 
dari h ib^% ri^ tv  dapat dilakukan dehg^^rriengikuti 
keten^ffi^<^^^aanvdari pemberi hibah, atau ketentuan 
pengdS a^^^g^d^/ atau jasa yang b e rll^ ^ g i BLliD

, » j* «»j.« • • j*  ̂ • lk, j

UPT RStO sejfrnjsng disetujui pemberi hibahi'. v



Bagian Keenambelas 
Pengelolaan Barang

-i

Pasal 62
BLUD uf̂ y*RSyTD_ dalam melaksanakan pengelolaan

■ barang mengikuti |?$cetentuan peraturan. perundang-
■ „ ......., ,..tondangap

.. ' f  Ml  t |V
f  V.-

nah Ketujuhbelas

PP-

Kail-Sumber Daya LkmH‘ - i

Pasa163 ■ ■ \  ’ 
Pengelplaani1-• sumber daya lain yang . terdiri dari
sarana^prasarana, gedung, jalan dilakukan sesuai

»7‘s 'i-itiiipM ’’ • :

( 1)

(2) Pengelolaan1 sumber daya 'sebagaimana'• .dimaksud

kepentingan mutu • pelayanan dan kelancaran 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD. T>;

• ’ ’v!!
"Bagian Kedelapanbelas , 

Pengelolaan Lingkungan dan Limbah

Pasal 64
RSUD wajib mengelola lingkungan Rumah Sakit, yang 
.meliputi lingkungan fisik, kimia, biologi serta pembuangan 
limbah untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

Bagian Kesembilanbelas 
Sistem Akuntabilitas Kineij a &

' ' ' 1 .
Pasal 65

(1) BLUD UPT RSUD wajib menerapkan sistem 
akuntabilitas kineija sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.



(2) Sistem akuntabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) 
meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. perencanaan strategis; •»;
b. perencanaan kineija;
c. pengukuran kineija, sasaran dan kegiatan; dan
d. pelaporan -kinerja.

(3) Hasil laporan akuntabilitas disc_npaikan kepada 
Bupati setiap, setahun sekali melalv* Dinas.

, ; Bagian Keduapuluh 
Evaluasi dan Penilaian Kineija

BLUD UPT RSUD
;.v. Pasal 66 

: •• • !*• '
(1) Evaluasij^d^^pc^ilaian kineija

oleh Bupati dan/atau 

-terhadap  aspek keuangan dan

aian kineija sebagai mana

BLUD'.se

v^ayat (1). bertujuan untuk
yjliv- ' ■ ■

• pencapaian hasil pengelolaan
'pj&L "ditetapkan dalam renstra bisnis

dan
• . * i t a H • • *

BAB IV 
PENUTUP

Pasal 67
Semua ketentuan yang merupakan , pelaksanaan 
atas Peraturan Bupati Karanganyair; rfomdr 37

. , c . . *

Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan• 'i i T;.•: /
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Karanganyar dinyatakan I tetapi' berlaku 
sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan 
Peraturan Bupati ini. '



■ -• !*!

r..

t
Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola 
Tata Kelola Badari Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 
Umum Daerah . Kabupaten Karanganyar ,, beserta

' •’ 1 ; $'< . ' ’ l V
perubahannya dicabut dan tidak berlaku.

, t

Pasal 69
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. "
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 22 Juli 2019 
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO
i\ \ 1 •*-.

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal 22 Juli 2019 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 
'KABUPATEN KARANGANYAR’,

ttd .

SUTARNO -'M
BERITA DAERAH KABUPAT$

’W
Salinan!!

j • •*

. 4-ir
AR TAHUN 2019 NOMOR 65

,<de£gan aslrnya 
. DAERAH

KABUPATtlŜ K̂ RANGANYAR 
KEPAIA’HAGÎ N HUKUM,

f a f  ' ■
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